KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR : 18A TAHUN 2010

TENTANG

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT
ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI

Menimbang

Mengingat

a.

2

TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOYOLALI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16. ayat 2 (dua)
Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan
Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum  Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil
Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sebagaimana diatas
perlu untuk melakukan audit atas Laporan Penerimaan Dan
Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Boyolali Tahun 2010.

Undang — Undang Nomor 10 tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang



Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4721);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan
Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan
Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
Pembentukan Daerah—-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 59);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4494), Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4719), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4719);
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Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja
Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 12 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44
Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-
jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008
tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009
tentang Pedoman Tata Cara Kampanye Pemilihan Umum Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2010
Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan
Umum Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2010
Tentang Pedoman Audit Laporan Dana Kampanye Pasangan
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor
1 Tahun 2009 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati
Boyolali Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2009;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor
12 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Verifikasi Dan
Pencalonan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali
Tahun 2010;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor
2 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

21. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boyolali Nomor
7 Tahun 2010 tentang Panduan Audit Laporan Dana Kampanye
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan
Umum Bupati dan Wakil Bupati Boyolali Tahun 2010;

1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Boyolali tanggal 12 April 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan
Penerimaan Dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati
Boyolali Tahun 2010.

Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Penerimaan
Dan Penggunaan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Boyolali
Tahun 2010 sebagaimana diktum KESATU terdapat dalam lampiran ini.

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila
terdapat kekeliruan akan di akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi : Boyolali

Pada tanggal Nril 2010
U
pH M@\




Lampiran I : Keputusan

Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Boyolali
Nomor  : wATahun 2010
Tanggal : \Z April 2010

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT ATAS
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOYOLALI TAHUN 2010

PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO. NAMA KAP ALAMAT YANG DI AUDIT KETERANGAN
1. KAP DRS. SOEKAMTO JL. TAMAN DURIAN NO.2 Drs. H. Alhisyam, MM - H. Sugiyarto, S.Sos
SRONDOLWETAN, BANYUMANIK.
SEMARANG. (024) 7476996 — FAX
(024) 7498172
2. KAP Dra. SUHARTATI PERUM NOGOTIRTO I NO 11 Drs. Seno Samodro - Agus Purmanto,SH. M.Si
(0274) 581253
3. KAP RMR JL. BERUANG RAYA NO.48 H. Daryono, SH.MM - Joko Widodo, A.Md
SEMARANG (024) 6710185
4. KAP Drs. SOEROSO JL. BEO NO. 49 DEMANGAN BARU | dr. H. Djaka Srijanta - Purwasi Ahmad Nur Zaynna, SPd
DONO SAPUTRO JOGJAKARTA
(0274) 589283
Ditetapkan di : Boyolali

Padatanggal : 12  April 2010
M




